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BAB HUBUNGAN UUD 1945
DENGAN KONSEP
NEGARA HUKUM
YANG SEJAHTERA

A. Penyelenggaraan Negara Dalam Konsep UUD NRI 1945
Salah satu hasil nyata Reformasi adalah terjadinya
perubahan sistem ketatanegaraan melalui serangkaian
perubahan UUD 1945 yang dilaksanakan tahun 1999-2002.
Terdapat beberapa alasan mengapa dilakukan perubahan
UUD 1945:1
Pertama; struktur UUD 1945 menyebabkan
terjadinya executive heavy karena menempatkan dan
memberikan kekuasaan yang sangat besar pada
pemegang cabang kekuasaan eksekutif. Hal ini dapat
dilihat dari berbagai ketentuan UUD 1945 yang
memberikan wewenang kepada Presiden sebagai kepala
negara (head of state) dan kepala pemerintahan (chief of
executive). Bahkan, cakupan kekuasaan ini makin besar,
karena Presiden juga berperan penting dalam
pembentukan undang-undang. Pada masa sebelum terjadi
perubahan, Penjelasan UUD 1945 makin memperkuat
kedudukan Presiden dengan penambahan kualifikasi
jabatan sebagai Mandataris MPR.

1 Bagir Manan, 2002, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press,
Yogyakarta, hlm 11-29.



Kedua, ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 tidak
cukup memuat sistem checks and balances antara cabang-
cabang pemerintahan untuk menghindarkan ’concentration
of powers’, penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan
sewenang-wenang.

Ketiga, UUD 1945 memuat berbagai ketentuan yang
tidak jelas sehingga menimbulkan multi tafsir yang
membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan
ajaran konstitusionalisme.

Keempat, perintah pembentukan undang-undang
organik tidak disertai arahan tertentu materi muatan yang
harus diikuti atau dipedomani. Salah satu contoh paling
nyata adalah ketentuan mengenai penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Ada UU Pemerintahan daerah yang
sangat sentralistik, seperti UU No. 5 Tahun 1974, namun
ada pula yang sangat desentralistik, seperti UU No. 22
Tahun 1999.

Kelima, adanya Penjelasan yang seringkali
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat
dalam Batang Tubuh.2 Hal ini terlihat jelas manakala
Presiden diberi kualifikasi tambahan sebagai Mandataris
MPR, yang menjadikan Presiden makin kuat. Selain itu,
terdapat praktik ketatanegaraan yang lebih didasarkan
pada Penjelasan daripada ketentuan dalam Batang-
Tubuh, seperti pemaknaan "kekuasaan MPR tak terbatas’
yang menyebabkan munculnya tafsiran bahwa MPR
dapat membuat berbagai ketetapan dengan muatan yang
tidak terbatas.

Tulisan ini bermaksud menjelaskan sistem
penyelenggaraan negara setelah pasca perubahan UUD
1945. Tulisan ini lebih banyak bersifat teori dan normatif

Bagir Manan, “Lembaga-lembaga Negara Di dalam dan Di luar UUD
1945”, Makalah, 2016,hlm 2.
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SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA DALAM KONSEP
NEGARA HUKUM

Istilah Negara Hukum

Dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan, istilah
Negara Hukum telah lama dikenal yakni sejak zaman
purba hingga sekarang ini. Hanya saja dalam praktek
ketatanegaraan orang masih menyangsikan apakah negara
hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Kesangsian
ini dapat dimengerti karena dalam praktek, cita-cita yang
bersih dan universal mengenai negara hukum yang
diletakkan dalam konstitusi di banyak negara baik negara
maju maupun negara berkembang seperti misalnya
Indonesia sering dilanggar menurut hukum dan tempat.

Jika keadaan semacam ini terns menerus terjadi
maka negara hukum yang diidam-idamkan atau dicita-
citakan hanya bersifat formil, sedangkan kenyataan yang
hidup dan dialami oleh masyarakat negara sudah jauh
menyimpang dari apa yang dituliskan dalam konstitusi
sehingga seolah-olah pengertian negara hukum hanya
suatu simbol atau mitos saja yang tidak pernah terbukti
dalam praktek penyelenggaraannya sepanjang sejarah
kehidupan ketatanegaraan.

Suatu negara sebaiknya berdasarkan hukum dalam
segala hal sudah didambakan sejak Plato menulis "nomof,



Immanual Kant memaparkan prinsip-prinsip negara
hukum formil, Stahl mengetengahkan negara hukum
material, dan Dicey mengajukan "rule of law". Ringkasnya
merupakan suatu negara yang ideal di abad ini, jika segala
kegiatan kenegaraan didasarkan atas hukum. Demikian
pandangan Oemar Seno Adji dalam seminar
ketatanegaraan tentang UUD 1945 dengan topik Indonesia
Negara Hukum.

Sejarah  ketatanegaraan menunjukkan bahwa
pengertian negara hukum selalu berkembang sesuai
dengan tingkat kecerdasan suatu bengsa. Oleh karena itu,
Herman Sihombing dalam Didi Nazmi Yunus (1992) tanpa
ragu-ragu mengatakan bahwa negara hukum sebagai
suatu konsepsi kelihatannya sudah longgar, karena
hampir semua negara dikatakan negara hukum.
Selanjutnya ia mengatakan bahwa agaknya tidak
berlebihan kiranya, jika dikatakan, semakin lama
dijalankan dan diajarkan Negara Hukum, semakin kita
sadari akan kekurangannya, yakni: "Negara Hukum yang
bagaimanakah , corak Negara Hukum apa yang
dikembangkan, dan Konsep Negara Hukum yang
manakah yang layak dan sebaiknya dianut dan dijalankan
oleh suatu Negara? Adakah satu model dan bentuk atau
corak Negara Hukum yang merupakan "standaard' Negara
Hukum, ataukah Negara Hukum itu tergantung kepada
sistem Politik-Hukum dan Tata Budaya dan kebiasaan
yang berlaku dan yang dipandang patutoleh Negara
bersangkutan.

Anggapan serta pertanyaan-pertanyaan tersebut
memang benar, bahwa pada kenyataannya praktek
ketatanegaraan ~ saat ini = tidak = menunjukkan
pengabdiannya kepada kepentingan warganya secara
keseluruhan melainkan hanya mengabdi kepada
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BAB

DEMOKRASI DALAM
NEGARA HUKUM INDONESIA

A. Indonesia dan Paham Negara Hukum

Hakikat eksensial manusia adalah kepribadian
sosial, maka dari itu manusia pada umumnya akan saling
berinkteraksi atau bersosial dengan satu sama lain.
Dengan demikian, fungsi atau tugas masyarakat manusia
adalah mewujudkan keadaan dalam mana setiap warga
masyarakat dapat bekerja sama secara optimal dapat
menyelamatkan hidupnya. Untuk mewujudkan hal
tersebut masyarakat membutuhkan suatu aturan yang
dinamakan hukum untuk mengatur setiap hak dan
kewajiban yang sudah melekat disetiap individu.

Masyarakat pada suatu saat pasti akan mengalami
kekacauan, ketidak pastian dan ketidak adilan, pada saat
itu pasti akan mendambakan tegaknya hukum yang akan
mewujudkan kondisi dimana penuh ketertiban,
kedamaian, dan keadilan. Demikian lah hal itu yang
pernah kita alami ketika perlahian orde lama ke orde baru
dari orde baru ke orde reformasi.

Sudah menjadi hal yang pasti, hukum yang kita
inginkan adalah hukum yang tidak mengingkari hakikat
eksistensialnya, karena pada realitasnya kita sering
dikecewakan dengan kondisi hukum dan
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penegakanannya jauh dari harapan dan penegakan
hukum juustru sering dianggap sedak mengidap “penyakit’
yang harus disembuhkan. Hukum merupakan “rules of the
game”, aturan-aturan yang akan mencegah atau
menghalangi penguasa dan manusia biasa berbuat
sewenangwenang. Hukum merupakan batas-batas
kebebasaan individu dan penguasa dalam setiap interaksi
kemasyarakatan, sehingga ~ hukum  merupakan
perlindungan atas ketentraman umum dan keasilan.3¢

Apabila dalam bermasyarakat tidak ada suatu
hukum yang berlaku dan suatu penegakan hukum yang
benar maka akan sangat berbahaya. Masyarakat akan
mengalami kekacauan dan kesewenang-wenangan, baik
itu dari setiap individu maupun pemerintah yang
berkuasa, semua akan mengedapankan kepentingan
pribadi sesuai dengan apa yang dikehendaki setiap
individu ataupun pemerintah. Pengakuan bahwa suatu
negara adalah suatu negara hukum sangat penting, karena
kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas
(tidak absolut). Perlu adanya pembatasan terhadap
kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut,
untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan
dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut,
pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik
haruslah dilakukan dengan jelas yang tidak dapat
dilanggar oleh siapapun.

Dengan kelahiran nya konsep Negara Hukum atau
rule of law memang dimaksudkan sebagai usaha untuk
membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak
menyalah  gunakan kekuasaanyauntuk  menindas

36
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BAB

A.

NEGARA HUKUM
KESEJAHTERAAN

Sejarah dan Perkembangan Negara Hukum

Untuk memahami secara tepat konsep negara
hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah
perkembangan serta pemikiran politik dan hukum, yang
mendorong lahir dan berkembangnya konsep negara
hukum.40 Disamping itu pemikiran terkait konsep negara
hukum sebenarnya sudah sangat tua, bahkan jauh lebih
tua dari usia ilmu negara maupun ilmu kenegaraan.5”

Pemikiran tentang negara hukum telah jauh muncul
sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru
muncul kembali pada abad XVII dan populer pada Abad
XIX. Pemikiran negara hukum itu sendiri adalah sebuah
reaksi akibat kesewenang- wenangan di masa lampau.
Maka dari itu unsur-unsur negara hukum mempunyai
hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan
masyarakat dari suatu bangsa.

Ditinjau dari perspektif historis, perkembangan
pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan mengenai
negara hukum sudah berkembang sejak tahun 1800 SM.
Menurut Jimly Asshiddigie akar terjauh awal pemikiran
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negara hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut
beliau gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan
berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi
Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan
hukum.
Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah
persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan
dan wewenang. Secara historis persolaan kekuasaan
(authority) telah muncul sejak zaman Plato dengan
menempatkan  kekuasaan sebagai sarana untuk
menegakkan hukum dan keadilan. Sejak itu hukum dan
keadilan dihadapkan dengan kekuasaan.’®
Plato dan Aristoteles mengintrodusir Negara
Hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang
adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-
angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan
dunia yang mutlak yang disebut :5
1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (idée der warhead);
2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (idée der
zodelijkheid);

3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (idee der
schonheid);

4. Cita-cita untuk mengejar keadilan (idée der
gorechtigheid).

Plato dan Aristoteles menganut paham filsafat
idealisme. Menurut Aristoteles, keadilan dapat berupa
komunikatif (menjalankan keadilan) dan distribusi
(memberikan keadilan). Menurut Plato yang kemudian
dilanjutkan oleh Aristoteles, bahwa hukum yang
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SF. Marbun, 2011, Peradialan Administratif Negara Dan Upaya
Administratif Di Indonesia, FHUII PRESS, Yogyakarta. HIm 1.

Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, 2000, Ilmu Negara (edisi revisi),
Jakarta:Gaya Media, Cet. 4 hlm. 131
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BAB
MEMAHAMI KONSEP

FREIES ERMESSEN

A. Freies Ermessen Dalam Konsep Negara Kesejahteraan

Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa
salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah
untuk  memajukan  kesejahteraan =~ umum  dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Istilah kesejahteraan ini
harus diartikan secara luas yang mencakup segala aspek
kehidupan  bangsa Indonesia yang nantinya akan
berimbas pada kesejahteraan seluruh umat manusia di
dunia ini. Semangat inilah yang menginspirasi bangsa
Indonesia dan selajutnya menuangkanya dalam
pelaksanan pemerintahan mendasarkan pada konsep
negara kesejahteraan (welfare state), yang mana banyak
dari urusan masyarakat yang pada akhirnya ditangani
oleh fihak pemerintah.

Pemerintah masuk ikut serta menangani dengan
maksud agar tidak menimbulkan Kkerugian bagi
masyarakat. seperti misalnya, berkait dengan masalah
perburuhan, jika hal tersebut pengaturannya hanya
diserahkan kepada para pihak, yaitu pemberi kerja dan
pekerja  semata, maka sangat mungkin terjadi
ketidakadilan. Di satu sisi bisa saja terjadi, pemberi kerja
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akan menekan pekerja melalui standar upah yang rendah,
atau sebaliknya, pekerja memasang tarif upah yang terlalu
tinggi. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka akan
menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Inilah
saatnya pemerintah masuk untuk menegakkan keadilan
dan melindungi warga negara sesuai dengan tugas
utamanya. Masuknya pemerintah ke dalam urusan
masyarakat tersebut melalui pembuatan peraturan di
bidang perburuan merupakan salah satu konsekuensi dari
konsep negara kesejahteraan.

Ditinjau dari sudut ketatanegaraan, keberadaan
konsep negara kesejahteraan dengan tujuannya untuk
memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara,
adalah dalam rangka untuk melengkapi asas legalitas yang
mana semua aktivitas pemerintahan harus mendasarkan
kepada peraturan perundangan. Sementara itu, dengan
berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi, maka
sangat mungkin mempengaruhi pula terhadap dinamika
perkembangan masyarakat dengan berbagai aktivitasnya,
yang mana sangat mungkin terjadi untuk menangani
masalah yang timbul, belum ada peraturannya.

Disinilah karakteristik konsep Negara
Kesejahteraan, yaitu memberikan kewenangan berupa
freies ermessen atau diskresi, sebagai salah satu keputusan
administrasi, kepada penyelenggara pemerintahan. Hal ini
sesuai pendapat dari Prajudi Atmosudirdjo, bahwa dalam
asas diskresi (discretie, freies ermessen), pejabat penguasa
tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan
“tidak ada peraturannya”, untuk itu maka kepadanya
diberi kebebasan untuk memutuskan berdasarkan
pendapatnya sendiri sepanjang tidak melanggar asas
yuriditas dan asas legalitas. Keleluasaan pejabat
pemerintahan yang berdasarkan diskresi diharapkan
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BAB OLIGARKI DAN

KEKUASAANNYA
DI INDONESIA

A. Konsep Umum Oligarki Kekuasaan dan Politik Hukum
Oligarki merupakan sistem politik dimana pihak
yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau
sekelompok orang (kelompok elit).10? Sekelompok elit
tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu
menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan
dan dikuasainya.l92 Konsep politik yang banyak dibahas
adalah kekuasaan sebab konsep ini sangat krusial dalam
ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik pada
khususnya.  Politik = dianggap  identik  dengan
kekuasaannya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang
atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku
seseorang atau kelompok lain sesuai keinginan para
pelaku.19% Politik hukum secara sederhana dapat diartikan
sebagai kebijakan negara tentang hukum yang akan
diberlakukan atau tidak akan diberlakukan di dalam

101 Intan Rachmina Koho, (2021), Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia,
Jurnal Lensa, UNPRI,Volume 4 Nomor 50, him. 1.

102 Miriam Budiardjo, (2007), Dasar - Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, hlm. 59.

108 Mahfud MD, (2017), Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syariah, Jurnal
Hukum, Volume 1, 14 Januari 2007, hlm. 2.
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negara yang bentuknya dapat berupa pembentukan
hukum baru atau pencabutan dan penggantian hukum-
hukum lama untuk disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat. Dari konsepsi umum mengenai oligarki,
kekuasaan dan politik hukum secara substansial memiliki
kedekatan dan saling berinteraksi satu sama lain.

Untuk mendapatkan gambaran secara umum
terjadinya perubahan-perubahan kekuasaan di Indonesia
bisa dilihat dalam 3 (tiga) fase peralihan kepemimpinan
nasional yakni peralihan dari masa penjajahan ke masa
kemerdekaan (era orde lama), peralihan dari era orde lama
ke era orde baru dan peralihan dari orde baru ke era orde
reformasi. Ketiga fase peralihan tersebut telah membawa
perubahan yang sangat drastis di bidang politik, sosial dan
hukum.

Pada era orde lama, politik digunakan sebagai
panglima, politik menjadi alat penguasa untuk melegitimasi
kepemimpinannya. Jargon-jargon politik dijadikan simbol
perlawanan terhadap asing atau negara-negara kapitalis
yang menjajah negara-negara miskin. Meskipun kondisi
sosial masyarakat masih banyak yang hidup di bawah
garis kemiskinan namun karena Presiden Soekarno, saat
ituu mampu  mengkonsolidasi  rakyat dengan
menggaungkan semangat revolusi, nasionalisme dan anti
penjajahan sehingga rakyat lebih terkondisi dengan
karisma Bung Karno, daripada mendapatkan kebahagiaan
melalui hukum yang dibentuk.

Hukum belum berfungsi untuk merubah kondisi
sosial menuju masyarakat yang adil dan makmur
sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI
1945, dikarenakan secara politik, Indonesia baru meraih
kemerdekaan  sehingga  masih  terfokus  dalam
pembenahan hukum dan pemerintahan. Pada masa orde
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BAB

POLITIK DINASTI DAN
KEKUASAANNYA

A. Bayangan Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia

Oligarki adalah merupakan sistem politik dimana
pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau
sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit
tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu
menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan
dan dikuasainya. Sistem ini disebut juga pemerintahan
dari atas yakni Negara dijadikan alat untuk mencapai
tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut
kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan
perorangan biasanya tidak dapat (sulit).

Tulisan ini akan dimulai dengan mengenal Siklus
Polybius,  yaitu  siklus  bentuk  pemerintahan
dikembangkan oleh filsuf yang bernama Polybius, sejalan
dengan pendapat Aristoteles, Polybius berpendapat
bahwa pemerintahan Negara umumnya diawali dengan
bentuk Monarki, dimana seorang raja/ratu memerintah
sebagai penguasa tunggal demi kesejahteraan rakyatnya.
Namun demikian bentuk pemerintahan semacam ini lama
kelamaan akan merosot menjadi Tirani ketika raja yang
bersangkutan atau raja-raja keturunannya, tidak lagi
memikirkan kepentingan umum. Dalam situasi semacam
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itu umumnya akan muncul sekelompok bangsawan yang
kemudian menggerakkan perlawanan hingga akhirnya
dapat mengambil alih kekuasaan.

Saat inilah pemerintahan tersebut disebut Aristokrasi.
Namun Kkarena kekuasaan itu cenderung untuk
disalahgunakan, pemerintahan kaum bangsawan yang
baik itu pun lama-lama akan merosot dan menjadi
pemerintahan kaum bangsawan yang baik itu pun lama-
lama akan merosot dan menjadi pemerintahan yang akan
mementingkan diri sendiri hingga akhirnya disebut
sebagai Oligarki yang menindas rakyat. Akhirnya rakyat
lah yang akan memberontak dan menjalankan pemerintah
sampai akhirnya pemerintahan berganti menjadi
Demokrasi namun lama kelamaan pemerintahan ini juga
akan jatuh akibat korupsi dan lain-lain hingga
pemerintahan menjadi Oklokrasi ditengah semua itu
Polybius, meramal akan ada orang yang kuat dan berani
untuk mengambil alih pemerintahan dan menjadi seorang
raja ~ sehingga  pemerintahan  kembali  menjadi
pemerintahan Monarki.

Setelah melihat siklus Polybius, kemudian tulisan ini
akan difokuskan pada bentuk pemerintahan oligarki dalam
demokrasi Indonesia, maka akan dimulai dengan
pertanyaan apa itu Oligarki? Oligarki adalah kekuasaan
yang dikendalikan oleh sedikit orang, tetapi memiliki
pengaruh dominan dalam pemerintahan. Oligarki
merupakan tipe klasik suatu bentuk kekuasaan. Kata
oligarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligoi berarti
“beberapa” atau “segelintir” dan arche berarti
“memerintah”. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang
dipimpin oleh beberapa orang, namun untuk kepentingan
beberapa orang tersebut (bentuk negatif). Hampir senada
dengan itu, menurut Aristoteles, oligarki adalah bentuk
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